
 
 

 
 

 

BUPATI TANAH BUMBU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 

NOMOR  11  TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 Tentang 
Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas Kepada 

Pegawai Tidak Tetap, Honorer, Tenaga Kontrak Dan 
Perangkat Desa Non Pns Kabupaten Tanah Bumbu 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANAH BUMBU, 

 

Menimbang :  a.  bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang 
Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas Kepada Pegawai Tidak 
Tetap, Honorer, Tenaga Kontrak dan  Perangkat Desa Non 

PNS Kabupaten Tanah Bumbu sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan saat ini sehingga, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2012 

tetang Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas Kepada Pegawai 
Tidak Tetap, Honorer, Tenaga Kontrak dan  Perangkat Desa 
Non PNS Kabupaten Tanah Bumbu; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851;  

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 



13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu Tahun 2018 Nomor 13); 

14. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pemberian 
Gaji Bulan Ketiga Belas Kepada Pegawai Tidak Tetap, 

Honorer, Tenaga Kontrak dan Perangkat Desa Non PNS 
Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu Tahun 2012 Nomor 38); 

15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62); 

16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-

Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 

2017 Nomor 20); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 

2012 TENTANG PEMBERIAN GAJI BULAN KETIGA BELAS 
KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP, HONORER, TENAGA 

KONTRAK DAN PERANGKAT DESA NON PNS KABUPATEN 
TANAH BUMBU. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 

2012 tentang Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas Kepada Pegawai 
Tidak Tetap, Honorer, Tenaga Kontrak dan Perangkat Desa Non 

PNS Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu Tahun 2012 Nomor 38), diubah sebagai berikut: 

 

 
 

 



1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

5. Pegawai Tidak Tetap, Honorer, Tenaga Kontrak dan 

Perangkat Desa Non PNS adalah Pegawai yang gajinya 

bersumber dari APBD atau APBN. 

6. Perangkat Desa adalah Kepala Desa Non PNS, Sekretaris 

Desa Non PNS, Ketua RW Non PNS, Badan Perwakilan 

Desa Non PNS Kabupaten Tanah Bumbu. 

7. Gaji adalah uang yang diterima oleh Pegawai Tidak tetap, 

Honorer, Tenaga Kontrak dan Perangkat Desa Non PNS 

setiap bulan. 

8. Hari raya adalah hari raya Idul Fitri. 

 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 3 

 
Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan sebagai tunjangan Hari 
Raya Pegawai Tidak Tetap, Honorer, Tenaga Kontrak dan 

Perangkat Desa Non PNS. 
 

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Gaji Bulan Ketiga Belas dibayarkan apabila APBD 
Kabupaten Tanah Bumbu mencukupi untuk melakukan 

pembayaran Gaji Bulan Ketiga Belas kepada Pegawai 
Tidak tetap, Honorer, Tenaga Kontrak dan Perangkat Desa 
Non PNS. 



(2) Pelaksanaan Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas 
dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Tunjangan 

Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. 
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 

 

Ditetapkan di Batulicin 

pada tanggal 20 Mei 2019 

BUPATI TANAH BUMBU, 

 
ttd 

 
 
H. SUDIAN NOOR 

 
 

Diundangkan di Batulicin 

pada tanggal 20 Mei 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
 

 ttd 
 
 

ROOSWANDI SALEM 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 
NOMOR 11 

 

  

 


